Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 31 TAHUN 1980
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Presden Republik Indonesia,

a bahwa gdandangan dan pengemis tidak sesua dengan norma kehidupan
bangsa Indonesa yang berdasarkan Pancasla dan Undang-Undang Dasar
1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan;

b. bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan
timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan  pula untuk memberikan
rehabilitad kepada gdlandangan dar/atau pengemis, agar mampu mencapai
taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebaga seorang
warganegara Republik Indonesia;

C. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ddam rangka pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesgateraan Sodd, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

1. Pasd 5 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetgpan Mgdis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negerg;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesgahteraan Sosd (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma

kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunya tempat tinggal dan
pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghadilan dengan meminta-minta di muka
umum dengan pelbagai cara dan dasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menteri addah Menteri Sosd.

Usaha preventif adalah usaha secara terorganiar yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan,

dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak

yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah

terjadinya:

a pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang
sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;

b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergdandangan dan pengemisan di dalam
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesgjahteraan pada umumnya;

C. pergelandangan dan pengemisan kembdi oleh para gelandangan dan pengemis yang
telah direhabilitir dan telah ditransmigraskan ke daerah pemukiman baru ataupun telah
dikembalikan ke tengah masyarakat.

Usaha represf addah usaha-usaha yang terorganisr, baik mdaui lembaga maupun bukan
dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di
dalam masyarakat.

Usaha rehablitatif addah usaha-usaha yang terorganisr meliputi usaha-ussha penyantunan,
pemberian latihan dan pendidikan, pemulinan kemampuan dan penyaluran kembdi bak ke
daerah-daerah pemukiman baru mdalui transmigras maupun ke tengah-tengah masyarakat,
pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan
pengemis, kembai memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabet
manusia sebagal Warganegara Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi  usaharusaha preventif, represf,
rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergdandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya
pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di ddam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali
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gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta
memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembai kemampuan
guna mencapal taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesua dengan harkat martabat
manusia

Pasal 3

(@) Kehijaksanaan di bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis ditetapkan olen Menteri
berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah.

2 Dalam menetapkan kebijaksanaan, Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinas, yang
susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

(2 Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan kondis daerah
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

2 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis dari
Menteri Sosa dan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri.

BAB Il
USAHA PREVENTIF

Pasal 5

Usaha preventif dimeksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam
masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kdlompok masyarakat yang diperkirakan
menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Pasal 6

Usaha sebagaimana dimeksud Pasdl 5, dilakukan antaralain dengan:
a Penyuluhan dan bimbingan sosid;

b.Pembinaan sosid;

c.Bantuan sosid;

d.Perluasan kesempatan kerjg;

e.Pemukiman lokal;

f.Peningkatan dergjat kesehatan.

Pasal 7
Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasd 6 diatur Iebih lanjut oleh Menteri Sosial,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrad, baik secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
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BAB IV
USAHA REPRESIF

Pasal 8
Usaha represf dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang

ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan
dan pengemisan.

Pasal 9
Usaha represf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
arazia;
b.penampungan sementara untuk disdleks;
C.pdimpahan.

Pasal 10

(@) Razia dapat dilakukan sawaktu-waktu baik oleh pgabat yang berwenang untuk itu maupun
oleh pgabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas.

2 Razia yang dilakukan oleh pgabat yang diberi wewenang kepolisan terbatas dilaksanakan
bersama-sama dengan Kepolisian.

Pasal 11

Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk
disdleks.

Pasal 12

Seleks sebagaimana dimeksud dalam Pasa 11 dimaksudkan untuk menetapkan kwdlifikes para
gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetgpkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
adilepaskan dengan syard ;

b.dimasukkan dalam Panti Sosial

c.dikembalikan kepada orang tualwali/keuargalkampung halamannya;

d.diserahkan ke Pengadilan;

e.diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 13
Daam ha sseorang gelandangan da/atau pengemis  dikembaikan kepada orang

tua/wali/kdluargalkampung halamannya baik karena hasl sdeks maupun karena putusan pengadilan
dapat diberikan bantuan sosd yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.
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BABV
USAHA REHABILITATIF

Pasal 14
Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis mdiputi usaha-usaha penampungan, seleks,
penyantunan, penyauran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungs sodal mereka dapat berperan kembdli
sebagal warga masyarakat.

Pasal 15
(@) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui Panti Sosal.

2 Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Iebih lanjut oleh Menteri
sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Usaha penampungan ditujukan untuk menditi/mensaeks gdlandangan dan pengemis yang dimasukkan
dalam Panti Sosid.

Pasal 17

Seleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk menentukan kualifikes pelayanan sosd
yang akan diberikan.

Pasal 18

Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah skap mentd gelandangan dan pengemis dari keadaan
yang non produktif manjadi keadaan yang produktif.

Pasal 19
Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasd 18 para gelandangan dan pengemis
diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisk, menta maupun sosa serta ketrampilan kerja
sesua dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 20

Tatacara pelaksanaan penyantunan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 18 dan Pasd 19 diatur lebih
lanjut oleh Menteri.

Pasal 21

(@) Usaha penyduran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan
bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka
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